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WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NoMoR ffi.rtnuN 2orl

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 16 TAHUN

2OO9 TENTAI{G KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Menimbang

WALIKOTA KEDIRI,

: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

maka perlu ditetapkan batas minimal kapitalisasi aset tetap dengan

merubah Peraturan Walikota;

Mengingat : l.

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tatrun 2009 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kota Kediri.

Undang-Undang Nomor 16 Taltrn 1950 tentang Pembentukan Daerah -

daeratr Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daeratr Istimewa Yogyakarta (Berita

Negara Republik lndonesia Tatun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 28 Tahrur 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2003 Nomor 47,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

b.

3.

4.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 5.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tatrun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48a$;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telatr diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintatr Nomor 2l Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47 l2);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatrun 2005 tentang Standard

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tatrun 2005 tentang Pengelolaan



Menetapkan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4614);

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 20ll;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Daerah Tahun 2006

Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor l0 Tahun 2007

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor l0).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 16 TAHUN 2OA9

TENTANG KEBIJAKAN AKTINTANSI PEMERINTAH KOTA

KEDIRI.

Pasal I

Dengan Peraturan Walikota Kediri ini merubatr lampiran Peraturan

Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Kediri pada Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi

Belanja dan Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Aset sebagaimana

terlampir.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 7

AKUNTANSI BETANJA

Poragrof-porogrof yong ditulis dengon huruf tebal don miring odslah paragrof kebijokon

dkuntonsi, yong harus dibqcq dolqm konteks paragrof-poragraf penjelosan yang ditulis

dengan huruf bloso dan Kerqngko Konseptuol Kebitakan Akuntansi Pemerintsh Dqerqh,

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas

belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

se baga ima na diteta pka n ole h peratu ra n perunda ng-unda nga n.

2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan belanja.

Ruang Llngkup

3. KeblJakan skuntonsl ini diteropkan dqlqm okuntansi belonjo yang disusun don

disaJikon dengan menggunakan qkuntqnsl berbasls kas.

4. Kebltakon akuntqnsi inl berlqku untuk entltqs akuntonsi/peloporon pemerintoh

doeroh, yong memperoleh onggoron berdosorksn APBD, tldak termasuk perusahoon

dseroh.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan

pengertian:

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Ansgaran Pendaoatan dan Belania Daerah {APBD} adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima ataudibayarkan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran

Pemerintah Daerah.
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[919 adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekeninq Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KIASIFIKASI BEIANJA

6. Untuk tutuan penyusunan laporan keuangon entltqs akuntonsi/pelaporon sesuoi PP

24 tahun 2Ut5, belonja dtklosifikasikan menurut jents belanja.

7. Untuk tuiuan penyusunan laporan keuongon entltos okuntonsi/peloporon sesuai

Permendogrl 13/2m5 yang diuboh dengon Permendagrl 59/2(n7, belanjo doeroh

diktosifikasiksn menurut kelompok don Jenis belonja.

8. Klasltlkasl kelompok belonjo dirinci menurut :

o lenls;

t obyek;don

o rincion obyek belanja.

Kloslfikad belanjq menurut uruson pemerintahon doeroh terdiri dori belonja uruson

wojtb don belonja urusqn pillhon.

Klostflkosi belonja menurut uruson wafib mencokup:

o pendidikan;

o kesehatan;

o pekerJaanumum;

o perumahan;

o penctoaoruang;

. perenconaanpembangunon;

o perhubungan;

o lingkunganhldup;

o pertohonon;

. kependudukon dan cqtoton sipil;

o pemberdoyoqn perempuqn dqn perlindungon anok;

c keluqrga berencano don keluorgq selshtero;

. saslol;

t ketenagakeriaon;

o koperosldonusahokecildanmenengoh;

. penqnomEn modal;

70.
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o kepemudoa nda nolohrogs;

o kesqtuon bongso dan polftik dalqm negeri;

c otonomi doeroh, pemerlntohqn umum, qdministrqsi keuongon doerah, perangkot

doeroh, kepegawolon dan persondlon;

o ketahananpongan;

c pe mbe rdayoa n masyo rakatd a ndesq ;
o stqtlstik;

o keqrsipon;

c komunlkosidoninformotiko; dan

. perpustakgan.

11, Klasiflkosi belanjo menurut uruson pilihon mencokup:

. pertonlun;

o kehutonan;

o ene rgldansum be rdoy o mi ne ra I ;
o poriwisota;

o kelouts ndo nperikanan;

o perdogangan;

o industri; don

o ketsnsmigrosion.

72. EelanJa menurut urusqn pemerintahqn yang penqnganannya dalom baglon otau

bidang tertentu yong dopat diloksanqknn bercomo ontara pemerlntah dan

pemerlntoh daerah yong dftetapkon dengan ketentuan perundong-undangon

dljoborkon dalam hentuk progrqm don kegiotan yang diklostfikosikan menurut

uruson woltb dan urusan pllihan.

73. Klaslflkast belonJa menurut orgonlsasl yaltu klaslflkasi berdasorkqn unit organisasi

pengguno Enggqron/kuasa pengguno qnggqron.

14. Klosiflkasi belonja menurut progrqm don kegiatan disesuqikan dengan urusqn

pemerlntohon yong menjadl kewenangan pemerlntoh dqerah.

75. Klosilikost belanja menurut kelompok terdiri dori belonjo tidak langsung don belonjo

longsung.

16. Kelompok belonto ttdak langsung merupakon belanJa yang dionggarkon tidqk terkoit

secorq langsung dengan peloksonoqn program don kegiotan.

77. Kelompok belanlq langsung merupokan belonjo yang dionggarkon terkoit secolra

longsung dengan peloksonoqn progrqm dan keglotan.

78. Kelomwk belanla tldqk lEnssuns dlbasl menurutlents helonlq vons terdlri darl :

XMt*;e+e.fu.-**.**-
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o belonja pegowai;

o belonJa bungo;

o belanla subsldi;

c belonja htbqh;

t belonJa bontuon sosial;

o belonjq bogt hasil kepoda provlnsi/kqbupoten/koto;

o helonla bontuqn keuangan kepoda provlnsl/kqbupqten/koto; don

o belonlo tidqk terdugo.

Kelompok belanJo longsung dlbogt menurut jenis belonjo yong terdiri dori :

o belanja pegawai;

o helanJq borong don lasq;

o belonjo modol;

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anBBaran untuk pengadaan barang dan

jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa

kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,

perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi,

dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan

Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005, maka

entitas pelaporan membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan

dalam laporan muka laporan realisasianggaran (LRA).

Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis

belanja), organisasi, dan fungsi.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah

daerah yang member manfaat jangka pendek.

25. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap beruujud dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap

dan aset lainnya dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset

tersebut siap digunakan.

70.
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Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana

sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka

pe nyelengga raa n kewena nga n pemerinta h daera h.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan

lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari kota ke kotalkabupaten lain atau dari kota

ke provinsi.

PENGAKUAN

28. BelanJa dtokul poda saat terJodlnyo pengeluoran darl Rekenlng Kqs Umum Daeroh.

29. Khusus pengeluaran melolui bendqhqro pengeluaran, pengokuonnyo terJadi pado

saot pertonggungjowobon qtas pengeluoron tersebut dlsqhkan lungsi

perbendohoroon.

30. Dalam hal badan layanon umum, belanJa diqkul dengon mengocu podo peroturan

perundangan yang mengatur mengenoi badon loyonon umum.

31. Realisasi anggqron belonjo dlloporkan sesuql dengan klosiflkosi yong ditetapkan

dolsm dokumen ongqran.

32, Koreki qtas pengeluqrqn belanlo (penertmoan kembqll belanja) yang terJodi pqdo

periode pengeluqrsn belonJo dlbukukon sebogai pengurong belanto podo perlode

yang soma. Apobilo diterlmo pqdq pertode berlkutnya, koreki atas pengeluaron

belonJa dlbukukon dolom lain-loin PAD yong soh.

33. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban

sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian

bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja

tersebut.

Perlakuan Belania Modal Aset Berwuiud

U. Suqtu pengeluoran belanJo aset berwulud okon digerlakukan sebagal belanio modal

(dikopitaltsasl menjadi asettetapt fiko memenuhi seluruh kriteriq sebogoi berikut:

(q) Manlaat ekonoml bqrong yong dibell lebth dqri 72 (dua belasl bulon;

(b) Perolehon barang tersebut dimanfaotkon untuk kegloton pemerlntoh doeroh,

serta tidqk untuk diJual; don

(c) Nilai rupiah pengeluaran untuk pembellon per-unft aset/borang tersebut sqma

stau melebthi nilsi sqtuan mlnimum kopftalisasi oset tetap yang telah

dttetapkan
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Nilqi sqtuon minimum kapitallsosi perolehon aset tetop yong dimakud tersebut

qdqlah sebogoi berikut :

(a) Peralatan dan Mesin sebesar Rp500.000,fi1keatas;

(b) Asset tetap berupa konstruksi gedung dan bangunan; falan, iaringan dan irigasi

sebesar Rp.25.0fl1.000,00 keatas

Nllai satuan minlmum kapitalisasi dikecuallkan terhadap pengeluaran untuk tanah

dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kebudayaan

Eelonla modal perolehan suotu qset tetap terdlri dari hargo belinya atau

konstrukslnyo, termqsuk beq impor dan setiap bloyo yang dopat diqtribusiksn secoro

longsung dslam membawa qset tersebut ke kondlsi yqng membuat oset tersebut

dapat bekerla untuk penggunson yong dlmaksudkon.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

(a) biaya persiapan tempaq

(b) biaya pengiriman awal linitiol deliveryl dan biaya simpan dan bongkar muat

(hondling cost);

(c) biaya pemasangan (instollotion costl;

(d) biaya profesionalseperti arsitek dan insinyur; dan

(e) biaya konstruksi. ,;

Biaya qdmlnistrasl dan umum lainnyo bukqn merupakon suotu komponen bioyo oset

tetap seponJong biaya tersebuttldokdooot dlatrlbuslkEn secors langsung podo blaya

perolehan Eset tetap stqu membswa aset ke kondlsi kerjanya. Nqmun kqlqu biaya

adminlstrosl dEn umum tersebut dapot dlqtrlbuslkon pado perolehonnyo maka

merupakan baglon darl perolehan asettetop

Biaya administrasi dan umum yang tidak dapat diatribusikan secara langsung misal

biaya makan minum rapat, biaya ATK, perjalanan dinas biasa, dan sejenisnya.

Sedangkan biaya yang daoat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap adalah

honorarium kepanitiaan lelang, honorarium panitia penerima/pemeriksa barang, dan

biaya-biaya lelang.

39.

40.

Perlakuan Akuntansi BelanJa Yang TerJadi Setelah Perolehan

47. Suqtu pengeluaranyqng terladl setelqh perolehon oset tetap boik berupo

rehqbilitast/pemelihoraan/penombahan/renovosi don setenisnyE qkon dipe rlakukan

sebogol belanJa modol (dikqpitEllsosi menjadl aset tetop) jiko memenuhi seluruh

krlterio sebogal berlkut :
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(a) Pengeluoran belonja setetoh perolehon yang memperponjong maso monlaot

otqu yqng kemungkinan besqr memberi manfoat ekonomik di mosa dotong

dolam bentuk:

q, menlngkatkan eflsiensl, dan/atau

b. menombsh klnerto, dan/atau

c. menombah kapasltas produkl/volume, danlotou

d, menambah fungsi,

(b) Nilol ruplah pengeluoran belonjo tersebut samq Etau meleblht nitli sEtuan

minimum kapitalisasi qset tetap yang teloh dttetopkon.

Nllsi satudn minimum kopltolisast otas pengeluoran belonjo setelqh perolehon oset

tetap (pemeliharaon) yong dlmaksud qdolsh sebagol berikut:

(a) Perslotqn dqn mesln berupo olot olqt berqt don ongkuton Rpl(N.(Xn,(n ke otos,

don

(b) Konstruksl gedung/bongunon/jolon/jartnganfirtgost Rp25.(N0.0il),00 ke atas,

Tidak termosuk dqlam pengertlan pengeluoran belanto modal yong memperpantang

moso monlaot otsu memberi manloot ekonomlk dimoso dotang dalqm bentuk

penlngkotan kqpasltqs/volume, penlngkatan eftslensl, peningkatan mutu produksl,

atau penlngkotan stondor klnerta odoloh pengeluoron :

o) pemellhoroan/perboikon/penambahon yong merupakon pemeliharaon

ruti n/ be rkE la/te riqdwql, atau

b, yong dimoksudkan hanyo untuk mempeftahankan E et tetap tersebut agar

bertungst boik/normol, atou

c) honya sekedar untuk memperlndah qtqu mempercqntik suotu oset tetap.

BEI.ANJA HIBAH

M. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk

uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya.

45. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

46. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan

diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah

tertentu sepa nja ng diteta pka n da lam peratuta n perundang-unda nga n.
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47. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan

penyelengga raa n fungsi pemerinta ha n di daera h.

48. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan

kepada masyarakat.

49. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

50. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang

peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsiona I

terka it denga n dukunga n penyelengga raan pemerinta h dae rah.

:

BEIANJA BANTUAN SOSIAL

51. Belanja bantuan sosial adalah pengeluarah anggaran untuk pemberian bantuan yang

bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada

kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.

52. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa

dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilaiyang dikeluarkan.

53. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat

serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

54. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan

bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun

anggaran.

55. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perunda ng-unda ngan dia ngga rka n da la m ba ntua n sosial.

BETANJA BAGI HASIL

55. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir

tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilaiyang harus dibayar.

Kemudian di-reverse pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi

hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

BEIANIA BANTUAN KEUANGAN

57. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai

belanja bantuan keuangan sebesar nilaiyang dikeluarkan.
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58. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari pemerintah kota kepada

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan

kemampuan keuangan.

BEIANJATIDAKTERDUGA I

59. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai I

belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

60. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

PENGUKURAN

61. Belonla dicatot sebesor nilal kas yang dibelanjokon.

PENGUNGKAPAN

62. Hol-hal yang perlu diungkapkon sehubungan dengan belanla, qntEra lsln;

o) penJelossn sebob-sebob tidok terseropnyr target reatisosl belania daerqh dqlsm

jumloh otau prosentose yqng signifikon.

b) keb$akan akuntonsi mengenol belanio

c) penJeloson sebqb-sebab reqlisosi belonia yang melebihi onggaron

dl informos ilolnnvo vqnE dlqnggopperlu



Kebijalean Aluntansi Pemerintah Kota Kediri

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 9

AKUNTANSI ASET

Parograf-poragrof yong ditulis dengon huruf tebql don mirlng qdqlqh porogrol

kebijokon okuntansi, yang harus dlbacq dalom kontek parogrof-pqrqgrqf

penielason yong dttulis dengan hurul blasa don Kerongko Konseptuat Kebijakon

Akuntonsl Pemerlntoh Kota Kediri.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi

untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan

dalam laporan keuangan.

Ruang Llngkup

2. Keb$okan qkuntqnsl lnl dlterapkan dqlqm penya$on seluruh qset dolom

loporon keuongon untuk tutuon umum yong dlsusun don disajikon dengon

bosls akruol untuk pengokuon pos-pos oset, kewaJibon, don ekultas dano.

Kebtlakon ini dlteropkan untuk entltqs qkuntqnsi dqn entitas pelaporon

pemerlntoh daerah, tidok termasuk perusqhaqn dqerah.

3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah

yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan

pengertian :

Sggg adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh

pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber

daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
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Kebijalcan Alontansi Pemerintah Kota Kedii

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai

atau dimiliki untuk d'rjual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset tetao adalah aset benrvujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau

dima nfaatkan oleh mas.yarakat umum.

Nilai waiar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

lnvestasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik

seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Biava investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor

dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal

dan pungutan lainnya dari pasar modal.

lnvqstasi ianeka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimilikiselama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

lnvestasl-iangka oaniane adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

lebih dari 12 (dua belas) bulan.

lnvestasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkela njutan.

lnvest?si nonoermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk

dalam investasi permanen.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran

untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan

I(n 0g.nftpntansiflset t{af - 2
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Kebijaleon Alctmtansi Pemerintah Kota Kediri

kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka

menambah nilai-nilai aset tersebut

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak

dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada

peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan

masyarakat tertentu.

Metode biava adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

berdasarkan ha rga peroleha n.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian

disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas

dari badan usaha penerima investasi (investeel yang terjadisesudah perolehan

awalinvestasi.

Nllai hlstoris adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang

dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu

untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominat adalah nilai yang tertera daiam surat berharga seperti nilai yang

tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilal pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi

dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nki walar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai

pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun lornt

ve ntu re da ri investornya.

P.erusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya

dimiliki oleh pemerintah daerah.

Biava perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang masih wajib

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib

diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi

sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk

dipergunakan.
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Kebijaknn Aktntansi Pemerintah Kota Kediri

Masa manfaat adalah :

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan

dan/atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset

untuk a ktivitas pemerinta ha n da n/ata u pemeri nta ha n publ i k.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa

manfaat suatu aset setelah dikurangitaksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat /corrvina omountl aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari

biaya perolehan suatu aset setelah dikurangiakumulasi penyusutan.

Nilai waiar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penvusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan (deprecioble ossetsl selama masa manfaat aset yang

bersangkutan.

Konstruksi dalam oenseriaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama

lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau

tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun

aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai

dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uane muka keria adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja

sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pembefi kerla adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan

pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billingl yang belum dibayar hingga

pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah

tersebut.
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Kebijalcan Alotntansi Pemerintah Kota Kediri

Termin broqress billlnol adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang

dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum

dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

5. Aset diklqsilikasikan ke dalom :

(o) AsetLoncsr;

(bt AsetNonLancar

6. Suatu oset diklosfflkasikan sebogai qset lqncor jlko diharapkan segerq untuk

dopot direollsasikqn qtqu dlmilikl untuk dlpokoi otou dtjual dalam woktu 72

(duo belos) bulon seJak tonggal peloporon atau berupq kqs dqn setqra kqs.

Aset yang tidok dapat dimosukkqn dolom kriterio tersebut diklasifikosikon

sebagal oset nonlancor.

7. lnformasi mengenai tanggal jatuh tempo aset seperti deposito atau piutang

bermanfaat untuk menilai likuiditas entitas pelaporan dan menentukan apakah

aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar

PENGAKUAN ASET

8. Aset dtakul :

o) poda sqst potensl manfoot ekonoml moss depan diproleh oleh

pemerlntoh doerah don mempunyol nlloi utou blayo yang dopat diukur

dengon andol.

bl poda sqat dlterimo qtou kepemtllkonnyo dan/atau kepenguqsaqnnyo

berplndoh.

ASEf TANCAR

9. Suotu oset diklqsifikasikon sebagol aset lqncor jika dihorapkon segers untuk

dopot direalisosikon otau dimlliki untuk dlpakoi otou diiuol dalam woku 72

(dua belos) bulqn setoktanggal pelaporon.

10. Aset Lancorterdirl dsri:

o) Kosdonsetqrokos;

b) lnvestaslJongko Pendek;
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Kebijalun Alo.mtansi Pemerintah Kota Kedii

cl Piutong; don

d) Persedioan.

Kas dan Setara Kas

11. Kqs don setqro kos adoloh uang tunoi dan sqldo slmponon di bank yong

setlop saqt dapot digunakan untuk memblayai kegioton pemerlntqh

doerah/investasl iangka pendek yqng songat llkuid yong siap dicoirkan

menJadl kos serta bebos dorl rislko perubohan nilot yong stgnifikon. Kos juga

mellputl seluruh Uang Yang Horus Dlpertonggungjowobkan, soldo simponan

dt bank yong setiqp soat dapat dftqrlk atau dlgunqkqn untuk melokukqn

pembayaron. Dalom pengertlon kos ini juga termosuk setaro kas yoitu

investosi Jangko pendek yong songat likuid yang siap dicqirkon menjodi kos

yqng mempunyai mqsa jatuh tempo yang pendek, yoitu 3 (tiga) bulqn otEu

kurong dari tonggal perolehonnya.

12. Kqs qntarq lqin terdlri dori :

o) Kos dl Kqs Daerqh;

b) Kos di Bendqhara Penerimoon;

cl Kqs di Eendohqra Pengeluoran; don

d) Kos di Bqdan Layanan llmum Dqeroh

13. Setoro kas terdiri dori :

o) Simponan di bqnk dolam bentuk deposito dengon masa jtuh tempo 3

(ttga) bulsn otau kurong;

b) lnvestasi jongka pendek lainnya yang sqngot likuid dan bebqs ristko

yang signlfikan dengon masa jatuh tempo 3 (tlgo) hulqn otou kurang;

Pengukuran Kas

,'4. Kqs diukur dqn dicatot sebesqr nllqi nomlnol. Nilqi nomlnal artlnyo dlsofikan

sebesqr nllal ruptohnyo. Apobila terdopot kos dolom bentuk valutq osing,

dlkonversl menJodl rupiah menggunokon kurs tengoh bonk sentral pqdo

tonggol nerqca.

lnvestasl Jangka Pendek
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Kebijalean Alanntansi Pemerintah Kota Kedin

lnvestosi tangko Pendek adqlqh investqsl yqng dopot segero

dlperjualbelikqn/dicairkan, dltuJukon dqlam rongka monajemen kas don

beresiko rendah sertq dimllikt seloma kurong dori 72 (duq belos) bulqn.

lnvestosl Jongka pendek antoro lain terdiri dqri :

o) Deposlto berjangka wq}.t;u lebih dqrl tigo bulan sompai dua belos bulan

dan etau yong dapot diperpantong otomatls;

b) Surot Utang Negoro (SUN) yong Jotuh tempo sompoi dengon 72 bulon;

c) Sertlfikot Bonk lndonesio Fell

Pengakuan lnvestasi Jangka Pendek

t7. Suqtu pengeluaron kas atqu oset dqpot diakul sebagoi investosi jongka

pendek opabilo memenuhi salEh satu krlteris:

(11 kemungklnan manfoot ekonomlk dan manlaat sosiql otau josa potensiol

dl masq yong okan datong qtas suotu investqsl tercebut dopot diperoleh

pemerintoh dqerqh dolam Jongko woktu 72 (duo belos) bulan;

(2) nllal perolehon atou nllal woJor lnvestosi dapot diukur secaro memodoi

(relioble).

18. Pengeluoran untuk perolehon investasi jongko pendek merupokan

reklosifikosi qset lancqr dan tldqk diloporkon dqlqm laporan lealisqsi

anggaran.

Pengakuan Hasil lnvestasi Jangka Pendek

19. Hosil investosi yong dlperoleh dori investasi Jangka pendek, qntqra lqin

berupa bungo deposito, bungo obllgosl don dlviden tunai (cash dividend)

dicotot sebagai pendopoton,

Pengukuran lnvestasi Jangka Pendek

20. lnvestasi Jangka pendek dqlqm bentuk surqt berhargo, misalnyo sahqm dqn

obligosi jongka pendek, dicstot sebesqr bioya perolehon. Eioyo perolehon

investssi meliputi harga trsnsaki investosi itu sendlri ditombah komisi

perantara Juol beli, Jasa bank don biayo lalnnya yqng timbul dqlqm rangka

perolehan tersebut.
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Kebijalcan Akntansi Pemerintah Kota Kedin

Apabllo investqsl dqlom bentuk surqt berhargo diperoleh tanpo bloya

perolehan, moka investasi dinllol berdasarkan nilal woJor lnvestosi poda

tanggol perolehannya yaftu sebesor horga posar. Apabila tidak ado nilqi

wojor, bloya perolehon setqrq kas yong diserahkan atqu nilal woJor oset loin

yong dlserahkan untuk memperoleh lnvestasi tersebut.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk

nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai

dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki

pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai

wajar lainnya.

lnvestasl jongko pendek dalqm bentuk non sohom, misolnyo dolqm bentuk

deposlto Jangka pendek dlcatat sebesar nilol nomlnal deposlto tersebut.

Penilaian lnvestasi Jangka Pendek

24. Penilqlon lnvestasl longka pendek pemerlntah daeroh dllakukan dengan

metode btayo.

Dengon menggunakon metode bloyo, lnvestosl dlcotot sebesar biaya

perolehan. Penghasllan qtos lnvestasl tercebut dtakut sebesar baglon hosil

yong dlterlmo dan tldak mempengaruhl besornya lnvestasl pada bqdon

usaha/bodon hukum yong terkait.

Pelepasan dan Pemindahan lnvestasi Jangka Pendek

25. Pelepason investqsi pemerlntah dqerqh dapot terJqd, kqrenq penjuolon, dan

peleposon hqk koreno perqturon pemerintoh daerqh don loln sebogoinya.

26. Penerimqsn dqri penlualqn lnvestosi Jongka pendek diokui sebogoi

penerlmaon kas pemerlntoh doerah dqn tidak dllaporkan sebogai

pendopatan dolqm loporon reqlisqsi qnggqrqn.

27. Pelepasan sebagion dori lnvestosi tertentu yong dimiliki pemerintoh daerah

dintlat dengan menggunakqn nilai ratq-rsto. Nllqi rqto-rota diperoleh dengan

corq membagi total nllqi lnvestosi terhadop jumlah sqham yong dimlltkl oleh

pemerintoh doerqh.
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Kebijalcan Alotntansi Pemerintah Kota Kediri

28. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen

menjadi investasijangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan lnvestasi Jangka Pendek

29. Hol-hol lain yang horus diungkapkon dolom loporon keuangon pemerintah

daeroh berkoiton dengon investosi jongka pendek pemerlntah doerah,

qntqro lqin:

(1) lenis-Jenislnvestosi,

(2) perubahan hargo pqsor investosiJongko pendek

(3) Penurunan nllai investosi yong signtfikon dan penyebab penurunon

tersebut;

(4) lnvestasi yang diniloi dengon niloi wolor dan qloson peneraponnyo; don

(5) perubohanposinvestasi,

Piutang

30. Plutong qdqlqh lumlah uang yqng waJtb dibayor kepodo pemerlntoh doerqh

don/otou hok pemerlntoh dqeroh yang dapot dinttqt dengan uang sebogai

oklbqt perionJian qtau skibqt lainnya berdosqrkqn peroturan perundang-

undangan atau aklbat lolnnyo yong sah.

31. Piutang dapat terjadi karena :

a) Pungutan pendapatan daerah

b) Perikatan

c) Transfer antar pemerintah

d) Kerugian daerah

32. Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang

pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak.

33. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah,

perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi

dibayar di muka.

34. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak

pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah

baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah.
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36.

Kebijalcan Aktntansi Pemerintah Kota Kediri

Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan

ganti rugi tTGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang antara lain terdiri dari :

a) Piutang Pajak;

b) Piutang Retribusi;

c) Piutang PAD lainnya;

d) Piutang Transfer Dana Bagi Hasil;

e) Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;

0 Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus;

g) Bagian Lancar TPTGR

h) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;

i) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;

j) Piutang Dana Bergulir

k) Piutang Fasilitas Sosialdan Fasilitas Umum.

Pengakuan Piutang

37. Piutang yong timbul karenq ketentusn perundong-undongon seryrti pqiok

dan retribusi doerah diqkut setelqh diterbitkan surqt ketetopan dan dicotqt

sebesor nilqi nomlnal yang tercqntum dolqm ketetapon yang belum diboyor.

38. Plutong yqng timbul dqrl pemberion pinlomon, penJuolon, kemltroon, don

pemberlon fosllltos/Josa, dopot dlakul sebogal plutang don dlcatot sebogai

aset di neroca, opablla memenuhl kriterio :

a) Horus didukung dengon noskah perjanfian yang menyotakon hqk dqn

kewojiban secaro jelos;

b) tumlah ptutong dapot diukur;

c) Teloh dlterbitkan surot penogihon/setenlsnyo dan/otau teloh

dilaksa nakqn penagihan;

d) Belum dilunasi sompai dengan akhir periode peloporon

39. Piutang yqng timbul ksrena transler antqr pemerintqhan diqkui sebogoi

berlkut:
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Kebijalcan Akntan^si Pemerintah Kota Kediri

o) Piutang Danq Eogi llosil dihltung berdqsarkan realisqsi penerlmoon pajak

don penerimqan hosil sumber dayo alom yang menjodi hqk doeroh yang

belum dttransfer.

h) Piutang Dqna Alokqsl Umum diqkut btlo terdapat jumloh Dono Alokosi

Umum menurut Peraturqn Preslden yong belum ditrqnster, dan

Pemerintqh Pusst mengakulnya dengon menerbitkqn dokumen yang soh

atas hol tersebut.

c) Piutong Danq Alokosi Khusus dlokui bilo terdapqt klolm pemboyoran oleh

daerah yong telah diverlfikost oleh Pemerintoh Pusqt dan teloh dltetopkan

Jumlah definitifnya, tetapi Pemerlntoh Pusot belum melokukan

pemboyaran.

Pengukuran Plutang

40. Plutang dlcatat sebesqr nilql nomlnol, yaltu sebesqr nllal ruptah piutang yqng

belum dilunosi.

41. Plutang yong tlmbul kqrenq ketentuon perundong-undongon disoJikon

sebesar nllai yang belum dilunssl sampoi dengon tonggal pelapron dari

setlap togihan yang dttetapkan berdqsqrkqn surot ketetqpan yang

dlterbftkon

42. Piutang yong berosol dori perikaton, disaJikon sebagoi berikut :

a) Pemberian pinJomon

Plutong pemberiin pinJaman dtntlai dengon Jumloh yang dtkeluarkqn dori

kos doeroh dan/otou opablla berupo borong/Joso horus dinlloi dengon

nllol wojor pado tonggol peloporan otos borong/tasatersebut.

Apabila dalom noskoh perlqnlion pinJomon dlqtur mengenoi kewajibon

bunga, denda, commltment lee don otau biaya-biayo plnjaman loinnyo,

mqkq padq okhir periode peloporon horus diqkul adanya bungo, dendo,

commitment fee dqn/atqu bloya lainnyo podo periode berjolon yong

terutang (belum diboyqr) podo okhlr periode pelaporan.

b) Penlualon

Piutang dari penJuqlon diakui sebesar niloi sesual noskoh perjonjtan

penlualon yqng terutong (belum dtbayqr) pado akhlr pertode pelaporon.
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Kebijalwn Alontansi Pemqintah Kota Kediri

Apobilo dqlam perJonjian dipersyoratkon odqnyo potongan pembayoron,

maka nilal piutang harus dicotot sebesor nilai bersihnyo.

c) Kemltraan

Plutong yqng timbul diakui berdosorkan ketentuan-ketentuan yang

dlpercyaratkon dalam naskah perJonjian kemitraqn.

d) Pemberian fosilltos/josa

Piutong yong timbul diakui berdqsorkon fosilitos atou jaso yang teloh

dlberlkqn oleh pemerintEh pada okhtr pertode pelaporan, dikurongi

dengan pemboyaron otou uqng muko yang teloh dlterimq

43. Piutang yang berasal darl transler disajikan sebagal berikut:

o) Dano Bogt Hosll dtsafikan sebesor nilol yong betum dfterimq sompoi

dengon tonggal pelaporan dqrt setlop tagihon yang dltetopkan

berdosorkqn ketentuon transfer yong berlaku;

b) Dana Alokasi Umum disatikon sebesor Jumloh yong belum dlterlmo, dqlqm

hol terdapqt kekurqngan tronsler DAll dori Pemerintoh pusot;

c) Dana Alokosl Khusus disajlkon sebesqr kloim yong telah diveriltkasi dan

disetu|ut oleh Pemerintoh Pusatyang belum dinrlma.

Pengungkapan Piutang

tu. Piutang disoJikon don dlungkapkan secaro memadal. lnlormosi mengenoi

akun plutang dlungkopkqn secorq cukup dolqm Catston Atas Laporan

Keuangan. lnlormasi dlmoksud berupq:

o) Kebttakan okuntansi yang dlgunokon dqlom penllolon, pengokuon don

pengukurqn prutong;

bl Rincion jenls-tenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat

kolek/;ibilitosnya;

c) Penjelasan atos penyelesaion piutang, mssih di Pemerlntoh Doeroh otqu

sudqh diserqhkon penaglhonnyo kepodo plhok loin;

d) tamlnan atau sitq iomlnan gko oda.
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Kebijalcan Alstntansi Pemeintah Kota Kediri

Persediaan

45. Percedioan adqlah oset loncar dalqm bentuk barong atou perlengkopon yong

dlmaksudkon untuk mendukung kegioton operosional pemerintah daerah,

dan bqrqng-barong yong dimoksudkqn untuk diJuat dan/atou diserohkon

dalam rangko pelayonon kepada mosyarokat.

46, Persediaan merupakan aset yang beruujud :

(a) barang atau perlengkapan {supplies) yang digunakan dalam rangka

kegiatan operasional pemerintah daerah;

{b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses

produksi;

(c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat;

(d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam ra ngka' kegiatan pemerintah daerah.

47. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan'disimpan

untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang

tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai

seperti komponen bekas.

48. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi

barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan

alat-alat pertanian.

49. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan,

contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

50. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan

strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-

jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui

sebagai persediaan.

51. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara

lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

52. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,

tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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54.

Kebijalean Akrtntarwi Pemqintah Kota Kediri

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan

dibebankan ke duatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tjdak

dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

a) Persediaan alat tulis kantor;

b) Persediaan alat listrik;

c) Persediaan material/bahan;

d) Persediaan benda pos;

e) Persediaan bahan bakar; dan

f) Persediaan bahan makanan pokok.

g) Persediaan material lainnya.

h) Barang hasil proses produksiyang belum selesai

i) Tanah/bangunan untuk dijualatau diserahkan kepada masyarakat

j) Hewan dan tanaman untuk dijualatau diserahkan kepada masyarakat

Pengakuan Persediaan

55. Percedioqn diokul podo soot potensi monloot ekonomi masa depon diproleh

pemerlntoh daeiqh don mempunyol nilot otau bloyo yang dopot dlukur

dengan andal.

55. Percedlaon dtokui podo saqt dlterimo otau hok kepemillkannya dqn/qtou

penguqsannya berpindqh.

57. Pqda okhlr periode okuntansi, persedioon dicatqt berdosorksn hasil

Inventorisosi fisik (stock opname).

Pengukuran Persediaan

58. Percediaon disoJikan sebesar:

(1, btoya perolehan opabilo dlperoleh dengon pembellqn;

(2) bloya standar apobilo diperoleh dengon memproduki sendlri;

(3) nilsl walqr opabilo dtperoleh dengon caro lalnnya seperti

donasi/ramposan.

59. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
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Kebijakan Aluntansi pemerintah Kota Kedii
pada perolehan persediaan. potongan

mengurangi biaya perolehan.

harga, rabat, dan lainnya yang serupa

60' Nitat pemberian yong digunokon odqrah biaya perorehan persediaan yongterakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominaryang dimaksudkan untuk dijuar,seperti karcis pajak daerah, karcis retribusi daerah dan karcis pendapatanlainnya yang masih hart.L,. ---r- - ,

61.

62.

dengan biaya perolehan terakhir.
Biaya standar persediaan meriputi biaya rangsung yang terkait denganpersediaan yang diproduksi dan biaya tidak rangsung yang diarokasikan secarasistematis berdasarkan ukuran_ukura n yang digunakan pada saat penyusunanrencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinirai denganmenggunakan nilai wajar' Harga/nilai wajar persediaan meriputi nirai tukar asetatau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transa ksi wajar.

Pengungkapan persediaan

il' Har'har yong perru diungkopkon darom roporan keuangon berkaitan dengon
persedloan odotqh sebogai berikut :
a) kebrjokon okuntonsi yang digunakon doram pengukuran percedioan;b) penJerasqn tebih tanjut persedroan sepertt barang atau perrengkapon

yqng digunakon dqlam peloyanan masyarokot, barang qtou
perlengkapqn yang digunokon dqlqm proses produki, barong yqng
drsrmpon untuk dtjuot otsu drserohkon kepoda mosyarakot, don borang
yang mosih dolam proses produksl yang dimoksudkan untuk diJuol atou
dlserahkan kepado masyorokat; dan

c) kondisl persedisan.

dinilai

63.
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Kebijalean Aktntansi Pemerintah Kota Kedii

ASET NON TANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

65. lnvestasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

66. tnvestasi iongko ponjong dthogi menurut sifat penanamqn investosinyo

terdiri dsri lnvestosi Non Permqnen dan lnvestqsi Permonen. lnvestosi

permqnen adaloh lnvestasi jongko ponjong yong dimokudkqn untuk dimtltki

secorq berkelanJutan, sedongkon investssi non permonen adoloh investasi

jangka panjang yong dimaksudkon untuk tidqk dimtliki secorq tidak

berkelanJutan

67. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang

berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak

dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik

kembali.

Pengakuan lnvestasi Jangka Panjang

68. Suatu pengeluaron kas atou aset dapot diakui sebogoi investqsi jangka

ponjong opobila memenuhi sslah sotu kriteria:

a) kemungkinan monloot ekonomik dan monfaat sosial atau jaso potensiol

di maso yang akan dotong otas suotu investnsi tersebut dapat diperoleh

pemerintoh;

b) nilai perolehan otqu nilol waJar investasi dapat diukur secqrr memqdqi

(relioblel;

c) Dlmqksudkqn untuk dimiliki untuk Jangka wo*riu lebth dori 72 (dua

belosl bulsn.

69. Pengeluoran untuk,memperoleh investosi jongka panJang diakui sebogal

pengeluoro n pembiayoo n.
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Kebijalean Alsmtansi Pemeirtah Kota Kediri

lnvestasi Non Permanen

7A, hvestasi Non Permanen odalah lnvestosl jongko ponjang yqng dimaksudkan

untuk dimillkt secqro tldok berkelanJutan.

7L. lnvestasi non permanen antara lain dapat berupa :

a) Pembelian Surat Utang Negara;

b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah

c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan

kepada fihak ketiga;

e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat

seperti bantuan modal kerja bergulir;

f) lnvestasi non permanen lainnya.

lnvestasi Permanen

72, lnvestosi Permqnen qdqlqh investasi jangko panjong yang dimaksudkon

untuk dimiliki secaro berkelonjutan,

73. lrlvestasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi

yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan

dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau

menjaga hubungan kelembagaan.

74. lnvestasi permanen terdiridari :

a)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/

perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara,

badan internasionaldan badan hukum lainnya bukan milik negara;

b) lnvestasi permanen lainnya

Pengukuran lnvestasi Jangka Panjang

75. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk

nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai

dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki

pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai

wajar lainnya.

lQq |gA&tnttansiflset t{at- lZ

& .r. ,. ,- +- .#':,!*****-".**."*l



76.

77.

Kebijalun Alsntarrci Pemerintah Kota Kedii

lnvestasl jangka paniang dicqtot dqn dlnilqi sebesqr horga perolehannya.

Apabilo investasi jangka ponJang diperoleh dari pertukaron aset pemerintah

daeroh, moka niloi lnvestasi yong dtperoleh pemerintah daeroh adqloh

sebesor biayo perolehon, qtou nilqi wojor investasi tersebut jiko horgo

perolehannyo tidak odo.

Pengukuran lnvestasi Non Permanen

78. lnvestqsi non permonen misolnyo dqlqm bentuk pembetion obtigasi jongka

paniang dan investqsi yang dimakudkan tidok untuk dtmitikt berkelanjutan,

dinilqi sebesor nilai perolehonnyo,

79. lnvestqsl non permanen dqlqm bentuk penonqmon modol di proyek-proyek

pembangunan pemerintoh (seperti Proyek PIRI diniloi sebesor bioyo

pembangunan termosuk bioya yang dlkeluorkan dalam rangko penyelesoian

proyek sampai proyek tersebut dlserohkqn ke pihok ketiga.

80. lnvestqsi non permonen lolnnyo dalom bentuk piutang dano bergulir otau

dona bergulir diniloi sebesor niloi bersih yang dapot direqlisosikon.

Pengukuran lnvestasi Permanen 1 .

81. Investasi jongko panjang yang bersilot permanen mlsqlnyo penyertoon

modol pemerintoh doeroh, dicatot sebesar biaya perolehannyo meliputi

hargo trqnsoki investosi itu sendiri ditamboh biayo loin yang timbul dolam

rongka perolehan lnvestqsi tersebut.

Penilaian lnvestasi Jangka Panjang

82. Penilolqn investasi pemerintoh doeroh dilskukon dengon tigo metode, yaltu :

a) Metode Bioyo

Dengan menggunokan metode bloyo, investasi dicqtot sebesqr bioya

perolehan. Penghosilan otos investasl tersebut diakui sebesar bagian hasil

yong diterima dan tidak mempengoruhi besarnya investqsi poda bodon

usoha/bodon hukum yang terkait.
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83.

Kebijalcan Alstntansi pemerintah Kota Kedii

bl Metode Ekuitas

Dengan menggunokon metode ekuitas pemerintoh doerqh mencqtat

investasi owol sebesor bloya perolehon don ditqmbqh otou dikurongi

sebesar bagian labo atau rugi pemerintqh dsersh setelah tonggol

perolehon. Bogian lobo kecuqli dividen dolom bentuk sohom yong

diterimo pemerintah doerah okan mengurongi niloi investasi pemerintah

doerah dan tidqk diloporkan sebogai pendspaton. penyesuolan terhodop

nilat investasi juga dlperlukan untuk mengubah porsi kepemilikon

investqsi pemerintah daerah, mrsolnyo adanyo perubohan yang timbul

akibot pengaruh vqluta asing sertq revaluasi osettetap.

c) Metode Niloi Berslh yang dopot Direolisasikon

Metode niloi bersih yang dapot direqlisosikan digunakon terutqmo untuk

kepemllikan yong okan dilepos/dljual dalam jongko woktu dekat.

Penggunoon metode di atas didosqrkon pada kriterio sebogai berikut :

7) kepemiltkon kurong dqri 20% menggunokon metode biayo;

2) kepemilikan 20% sompoi 5M, otau kepemilikon kurang dsil 2AG l'r.lfipi

memiliki pengoruh yang signilikon menggunakan metode ekuitas;

3) kepemlllkan lebih dari 50% menggunqkan metode ekultos;

4) kepemilikan bersifot nonpermanen menggunskqn metode nitai bersih

yong direalisqsikon.

Dalam kondisitertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan

merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian

investasi, tetapiyang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh lthe degree of

influencel atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya

pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

(a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

(b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

(c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan

investee;

(d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara

rapat/pertem uan dewan direksi.

dalam
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Kebijalcan Alstntansi Pemerirtah Kota Kedii

Pengakuan hasil lnvestasi

85. Hasll investosi berupo dividen tunqi yang diperoleh dqri penyertdon modol

pemerlntqh doerqh yang pencotqtonnyo menggunakan metode bioya,

dicotat sebagai pendapotsn hosil investasi.

86. Apabilo pencotatonnya menggunokon metode equitas, bogion lobo yang

diperoleh oleh pemerlntah daerah qkan dicqtot mengurqngi nilai Investasi

pemerlntah dseroh dan tidok dlcatot sebogoi pendopoton hosll investosi.

Kecuali untuk dividen dolqm bentuk sahqm yong dlterimq qkan menombah

nilqi investosi pemerintah doeroh don ekultqs dona yong diinvestqslkon

dengan jumloh yang sqmq.

Pelepasan dan Pemindahan lnvestasi

87. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan

pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

88, Penerimqqn dari pelepasan investasi jangko ponjang dlqkui sebagoi

pe nerimaon pembloyaon.

89, Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah

dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan

cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang'dimiliki oleh

pemerintah dagrah.

90. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen

menjadi investasijangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan

91. Hohhat loln yong horus diungkopkon dalam loporan keuangon pemerintoh

berkqlnn dengan investosl Jangko ponJong pemerlntoh doerah, ontoro lain:

o) Kebijakon akuntansi untuk penentuqn nilal investasi;

b) tenis-jenls investosi, investosl permanen don nonpermqnen;

c) Perubohan harga pasor investosi tongka panjong;

d) Penurunan niloi investosi yong signifikon dan penyebab penurunon

tersebut;

e) lnvestasi yang dlniloi dengon nlloi wojar dqn olasEn peneroponnya;
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Kebijalean Alstntansi Pemerintah Kota Kedin

fl Perubohqn pos investqsi

DANA BERGULIR DAN PIUTANG DANA BERGUTIR

92, Dana bergulir/piutang dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk

dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan

ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi

93. Dana bergulir dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1) Dana Bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (Piutang Dana Bergulir) ;

merupakan piutang atas pemberian dan bergulir yang mekanisme

pemberiannya harus melalui proses penganggaran APBD selanjutnya

penagihan dan penyetorannya dilakukan melalui Rekening Kas Daerah

2) Dana Bergulir; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/ BLUD yang

penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke masyarakat tanpa

melalui Rekening Kas Umum Daerah

94. Penyoluron piutang dono bergulir moupun penyoluran dona bergulir untuk

pertama kollnya dlonggorkan sebagai pengeluoron pembiayoan.

Pengakuan Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

95. Dono bergulir/Piutong Dono bergulir diokui psds sost dsno tersebut

dlkelusrkqn dqri Rekening Kos Daerqh untuk dlgulirkqn/dlserEhkqn kepado

mosyarakat

Pengokuan Bunga Dana.Eergullr/Piutqng Dono Bergulir

96. Bunga otos dono bergulir/piutong dono bergullr diokui sebogqi pendapoton

asli daeroh loinnya

Pengukuran Dana BergulirlPiutang Dana Bergulir

97. Dqno bergulir don Piutang Dqno Bergullr disojikon di nerocq sebessr nilai

bersih yang dapot direalisqsikqn.
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98. Yang dimaksud dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah

menyajikan dana bergulir/piutang bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan

piutang/dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

PenyaJia n Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

99. Piutang dono bergulir yang penyaluron don penogihonnya harus melqlui

rekening kqs umum dqerah melolul penganggoran APBD disojikon sebogoi

piutang lalnnyo sebesar jumloh yang jatuh tempo dolqm 72 (dua) belqs bulan

sejak tanggal peloporon.

7(N. Piutong dana bergulir yqng iatuh tempo di qtqs 72 bulan yqng

penyoluronnyo dan penagihannyo melolui rekening kos umum doerah

dlsajtkon sebogai investqsi jongka panjang non permonen loinnyo.

107. Donq bergulir yang penogihannya don penyaluronnyo dilqkukon oleh

SKPD/BLUD tanpa melqlui rekening kas umum doerah dlsojikon seluruhnya

sebagoi lnvestasl jangka panjong non permonen,

702. lnlormasl berikut disaJikon dqlqm cototon otos loporqn keuangan berkoiton

dengan dano bergulir/plutang dona bergulir:

a) Dasar penilalon dana bergulir

b) tumloh dono bergulir yang tidqk tertogih don penyebabnya

c) Eesor suku bunga yong dikenakon

d) Saldo qwal dana bergullr/piutong dqnq bergullr, penombohon/

pengurangon don dqn saldo okhir

e) lnformasi tentong jotuh tempo dana bergullr berdssorkqn umur dqna

bergulir.

ASET TETAP

703. Aset tetap adqlah aset betwujud yong mempunyai mqsq manfaat leblh dori

72 (duo belas) bulan untuk dlgunokon dolqm kegioton pemerintqh dqerah

otou dimanlaotkon oleh masyarokat umum

7M. Aset tetop diktosilikoslkqn berdqsorkqn kesomoon dalqm sifat aigu fungsinyo

dqlom qktivitos operosi entitos.

Aset Tetap terdiri dori :
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o. Tsnoh;

b. Perqlqtan dan Mesin;

c, dedung don Bangunon;

d. tolon,lrigasi dan loringon;

e. AsetTetopLainnyo;

f. Konstruksl Dolam Pengertaan;

105. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau

diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah

termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

106. Tidak seperti insiitusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu

periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat

dlbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena

itu, setelah perolehan awaltanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya

untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi

aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada

kebijakan ini.

707. Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat bera| alat angkutan; alat

bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat

studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat

laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat

produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan

kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

L08. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli

atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di

neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara;

dan rambu-rambu.

109. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun

oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap
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digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan

jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah

yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang

diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

110. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap

lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang

bercorak seni/budaya/ola h raga.

ttt. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan, yanB pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu

perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

112. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya

Pengakuan Aset Tetap

773. Untuk dapot diokui sebogai qset tetop, suotu aset harus berwujud dan

memenuhi krlterio

H Mempunyai mqsa manfaat lebih dorl,l2 (dua belas) bulon;

(21 Blayo perolehon oset dopot diukur secaro andal;

(3) Tidqk dimaksudkon untuk dijuol dolom operosi normal entltos;

(4) Dlperoleh otau dibangun dengon moksud untuk digunakon;dqn

(5) Memiliki niloi sebesor bqtos kopftalisosi ke atqs

114. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh

pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan

dimaksudkan untuk dijual.
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775. Pengakuon qset tetqp akan sangqt qndol btlq oset tetop tetqh diterimo qtau

dlserohkan hak kepemillkonnya dan atqu pada saat penguqsoonnyo

berpindoh.

116. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa

telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara

hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum

dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan

sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut

hdrus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan

atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

LL7. Aset tetop dinilai dengan blayo perolehan. Apobilo peniloion oset tetap

dengan menggunakon bioyo perolehan tidak memungklnkon makq nilqi oset

tetap didosqrkon podo nilai wojor pada soot perolehan.

118. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai

wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat

perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap rjntuk dipergunakan.

779. Biayo perolehon suatu oset tetop terdiri dari hargo belinya qtou

konstrukinyo, termosuk beo impor dan setiap bioya yqng dopot

diotribusikqn secorq langsung dalqm membqwo oset tersebut ke kondisi

ydng membuot aset tersebut dopot bekerjo untuk penggunaqn yqng

dimokudkan.

120. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

(a) biaya persia'pan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initro I detiveryl dan biaya simpan dqn bongkar

muat (handling costl;

(c) biaya pemasangan (installation costl;
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biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

biaya konstruksi; dan

biaya kepanitiaan.

Pengukuran Aset Tetap

121. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap

pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah

yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan

I22. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran

yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai

siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

123. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampaisiap pakai. Biaya

ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya

pengurusan lMB, notaris, dan pajak.

L24. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap

pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya

lain yang dikeluarkan sampaijalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai

L25. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

L25, Bioyo sdministrqsi don umum loinnya bukan merupokon suqtu komponen

bioya aset tetap sepanjong bioyo tersebut tidok dooat dtotribusikan secoro

Iongsung podo biayo perolehon qset tetqp otou membowa aset ke kondisi

kerjanyo. Namun kqlsu biayo odministrqsi dqn umum tercebut daoot

'IQA 0g.fl&Wtansiftset ttat- 26
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diotribusikan pado perolehonnyo moks merupakon bogian dori perolehan

oset tetqp

t27. Contoh biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung misal biaya makan

minum , biaya ATK, perjalanan dinas biasa, dan lain-lain. Sedangkan biaya yang

4:pat- diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap adalah honorarium

kepanitiaan lelang, honorarium panitia penerima/pemeriksa barang, biaya-

biaya lelang, biaya asuransi, dan sejenisnya.

128. Atribusi bloya umum dan administrosi yang terkolt langsung pengadoon aset

tetqp dolom hol pengadoqn lebih dqrl satu aset dopot dilokukon secaro

proporslonol dengan nilai oset, atou dengqn membagi secaro pro roto

dengon jumlqh oset yang diodokon, atou dengan membebonkqn kepodq oset

te rtentu yang moterlal.

129. Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap

mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang

yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal

yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak

material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat

diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai material yang dominan

dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan

130. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan

menggunakan prinsip yang sama seperti asFt yang dibeli.

131. Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capttolizotion Treshold) Perolehan Awal Aset

Tetap

L37. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan

baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi,

renovasi, perbaikan atau restorasi

L33. Nllqi Sotuan Minimum Kopitallsasi AsetTetop menentukon apakah perolehon

suotu aset hqrus dikapitaltsosi otau tidok

I34. Nilai sqtuon minimum kopitolisosi qset tetqp otas perolehan qset tetqp

berupa perolotan dan mesin sebesor Rp500.(XX),(X) ke otas.
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735. Nilai sotuqn minlmum kopitalisasi sset tetap otos perolehon aset tetqp

konstruki sebesqr Rp25.000.0(N,AO ke otas.

736. Aset berwujud dengan maso monloat lebih dari sotu tohun yang dlgunakon

untuk pemerintah doerah qtau masyarqkat umum dqn tidok dimqksudkan

untuk diiuol dengon niloi pengodqan per unitnyo sebesar nilai sotuon

minimum kapltalisasi aset tetop qtou lebih, diklosiftkosikan sebagal aset

tetap don dionggorkon dalom belanlo modal.

737. Aset beruujud dengon mosq manloat lebih dqri satu tohun yang digunakon

untuk pemerintoh daeroh atou mosyarqkqt umum dengon nllai pengadaon

per unltnya di bqwah nilqi satuqn minlmum kopltolisosl tidak termasuk

dqlam klosifikosi dsettetap dan dlanggorkan dolom belonjo borang/josa

Penilaian Awal Aset Tetap

138. Bqrqng berwujud yang memenuhl kualifikasl untuk diqkui sebogqt suqtu aset

dqn dikelompokkon sebogol qset tetap, pado awolnyo hsrus diukur

be rdosq rka n biayo pe role han.

739. Eila aset tetop diperoleh dengan tanpq niloi, biqyq aset tercebut qdalah

sebesar niloi wojar pada sqat aset tersebut dlperoleh.

1.40. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau

donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah

oleh pengemba ng (devetoperl dengan tanpa nilai yang memungkinkan

pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk

tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui

pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh,

dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah

melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan

digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua haldiatas aset

tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilaiwajar pada saat diperoleh.

747, Untuk keperluan penyusunqn nerocq owql suotu entltas peloporan, btoya

perolehan aset tetap yang dlgunakan qdqlqh nilai woJor pada sqqt neraca

owal tersebut disusun. llntuk periode selanJutnyo seteloh tonggol nereca
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qwql, otos perolehan aset tetop boru, suatu entitos menggunokan bioyo

perolehan otou horgo wojor blla biaya perolehan tldak odq.

Perolehan Secara Gabungan

742. Biaya perolehan dari mosing-mosing oset tetop yong diperoleh secoro

gobungan ditentukan dengon mengalokasikan horgo gobungon tersebut

berdasarkon perbandingan nilqi wojor mosing-masing oset yong

bersongkuton.

Pertukaran Aset (Rrchange ol Assetsl

143. Sustu oset tetap dopot diperoleh melalui pertukoron otau pertukaron

sebogion aset tetap yong tidsk serupa otou dset lainnya. Biayo dori pos

semacam itu diukur berdasqrkon niloi wojar oset yang diperoleh, yaitu nlloi

ekuivalen atas nilal tercatot oset yqng dilepas seteloh disesualkan dengan

jumlah setiap kss atau setsrq kas yong dltransfer/diserqhkon.

144. Suotu oset tetap dapot diperoleh melslul pertukoran otos suotu sset yang

serupo yang memiltki monlast yong serupr dsn memillki nilol waior yang

serupo. Suatu oset tetap jugo dopat dilepos dolom pertuksrsn dengon

kepemitikon osei yong serupa. Dolsm keodEan tercebut ttdok odo

keuntungan don kerugian yong diakui dolam trsnsaksi ini. Bioyo sset yang

baru dlperoleh dlcotot sebesar nilai tercstat (carrying amount) otss oset yang

dllepas.

145. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya

suatu pengurangan (impairmenf) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi

seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written downl dan

nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written downl tersebut merupakan nilai

aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk

pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila

terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini

mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang

sama.
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Aset Donasi

746. Aset tetap yang diperoleh darl sumbangon (donqsl) horus dlcotqt sebesar

nllal wojor pado soat perolehan.

147. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu

aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan

bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah

tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal

bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti

adanya akta hibah.

148. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut

dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.

Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk

pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah

daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus

diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

149. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka

perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan

jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi

anggaran; atau hanya disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang

diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pe n gelua ra n Sete la h Perolehan (Subse que nt Ex pe ndltu re sl

150. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama

penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (mointenoncel,

penambahan (additions), penggantian (replocementl atau perbaikan (repoirs).

151. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan,

dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capitol expenditures) dan

pe nge I ua ra n pe nda pat an (reve n u e ex p e n d it u re sl

752. Pengeluarsn setelah perolehan awal suotu oset tetdp yqng memperpanjong

mqsq manfoot qtqu yang kemungkinan besar memberi manlaat ekonomik di

matq yang okon dotong dqlom bentuk peningkoton kopasitos/volume,

peni ngkato n efisiensi, pe nlngksta n
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peningkotan standqr kinerja yong nilainyo sebesar nilqi satuqn minimum

kopitolisasi aset tetap atau lebih, harus ditombohkan pada nilai tercotat

(dikapltolisasi) oset yong bersangkutan.

153. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau

memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan

yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang

dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi

baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik

suatu aset tetap.

754. Nlloi sqtudn minimum kopitollsasl oset tetop untuk pengeluaron seteloh

perolehan yang dlmaksud sdolah sebagal berikut:

a) Pemelihoroqn konstruki mellputl gedung dan hongunon, jalan, irigosi,

Joringon sebesar Rp 25.ffi0.0(N,il) ke qtos .

bl Pemelthoroqn perolotan don mesin berupo olot olot berot dan ongkuton

sebesar Rp5(N.0il),00 ke qtos

c) Pemelthsroqn perolatan don mesln selqin alat-qlqt berat dan angkutan

sebesor Rp3il).0(N,00 ke qtos

755. Pemeliharoon/perbaikon/penggantian/penqmbshon don/atEu rehabilitosi

yang memenuhi definisi dolsm paragrof 752 dan 754 dlanggarkon dolam

belanja modal.

Penguku ran Berikutnya {Subseg ue nt M e qsure mentl Terhadap Pengakuan Awal

756. Aset tetop disojikan berdasarkon btaya perolehon aset tetop tersebut

dikurangi okumulasi Wnyusuton. Apoblla terjadi kondisi yang

memungkinkan penilaion kemboli, mako aset tetop okan dlsojlkan dengan

penyesuaion pod o m aslng-mosi ng akun aset teta p.

L57. Metode penyusutan yqng digunakon qdqloh metode goris lurus (stroight llne

method). Nllai penyusuton untuk moslng-maslng periode dlokui sebagoi

pengurqng nilai aset tetqp yong dicotat poda Akumulosl penyusutan Aset

Tetap dqn Ekuitos Dona lnvestosi-Diinvestasikan pado AsetTetop.
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Kebijalcan Alsntansi Pemerintah Kota Kediri

L58. Maso manfoot untuk menghitung torif penyusutan untuk masing-mssing

kelompok oset tetop adolah sebogqi berikut :

q) Peroloton dan Mesln berupa alot ongkuton dan qlqt berot 70 tohun

b) Peralatan don Mesin Lainnyo 5 tahun

cJ Oedung don bangunon 20tqhun

d) lalan, jaringan, instalasi 5 tahun

e) Aset tetap lainnya 5 tohun

159. Tonoh dan konstruksi dolom pengerjoon tidok disusutkqn

760. Keb$akan akuntqnsi tentong penyusutan diterapkan seteloh penotddn dset

tetap dl lingkungan Pemerintqh Kota Kediri selesai dilqksqnokan.

Penilalan Kembali Aset Tetap lRevoluotionl

767. Penilqion kembali otau revqluasi aset tetap podo umumnyq tidak

dlperkenonkan kareno keblJakon okuntonsi Wmerlntah dqeroh mengqnut

penlloion sset berdqsqrkqn bioya perolehan otqu horga pertukqrqn.

Penylmpangon dorl ketentuon ini mungkin dilokukEn berdqsErkqn ketentuqn

pemerintah daeroh yang berlaku secqro nasionol.

L62. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan

dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh

penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih

antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas

dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap l&etirement qnd Dlsposoll

763. Suatu oset tetop dleltminqsi dari neroco ketikq dileposkan otsu bilo qset

secarq permqnen dihentikon penggunqqnnyE dqn tidqk adq manloat

ekonomik di mssa yong qkqn dotang seteloh odo Keputusqn dari Bupoti

don/otau DPRD.

7&. Aset tetap yqng secqro permqnen dihentlkan otau dilepas horus dieliminosl

dari Neroca dqn'diungkapkon dolam Cqtqton atas Loporan Keuongan.

Termasuk dqlqm qset tetqp yang secsrq permqnen dlhentlkon/dilepas qdqlqh

aset tetqp yong diserohkqn/dihibohkqn oleh Pemerlntqh Dqeroh kepado
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Kebijalcan Als.tntansi Pemerintah Kota Kediri

mosyorokot/kelompok masyorokat/pihqk Isin berdasarkqn Berita Acora

Serah Terima.

765. Aset tetap yong dihentikan dqri penggunoon aktil pemerintoh doeroh tidok

memenuhi defintst oset tetap koreno rusok berot/htlang/usang don

sebogoinya sebelum qdq SK Penghiapusan hqrus diptndohkan ke pos aset

lainnyo berdasorksn usulqn penghapusqn sesuqi dengan nllai tercqtqtnyo

dan diungkopkon dolqm Catoton otos Loporon Keuongon

Pengungkapan Aset Tetap

166, Loporon keuangan horus mengungkapkqn untuk mosing-masing jenis aset

tetop sebagol berikut:

(11 Dassr penllalon yong dlgunokqn untuk menentukqn nlloi tercatat

(corrying omount);

(2) Rekonsiliasl jumlah tercqtqt podo owol dan qkhir periode yong

menunlukkan:

a) penombohon;

b) pelepasan;

c) akumulqsi penyusutqn dqn perubahan nilal, jiko odo;

d) mutasl oset tetop lalnnya.

(3) lnformasi penyus.ttan, meliputi :

o) nilol penyusuton;

bJ metode penyusuton yang digunakon;

c) mosq monloot atou torll penyusuton yang digunqkqn;

d) nilai tercatot bruto don okumulasi penyusutan podo owol dan

okhir periode.

767. Laporan keuongon juga harus mengungkapkon :

(11 Eksistensi don bqtasqn hqk mlltk otqs asettetop;

(2) Kebtjakon skuntonsi untuk kopltolisosi yong berkolton dengon aset

tetqp;

(3) lumlqh pengeluoran pado pos qset tetqp dalam konstruki; don

(4) Jumloh komitmen untuk akuisisi qset tetop.
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Kebijakan Alstntansi Pemerintah Kota Kediri

158. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus

diungkapkan :

(1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

(2) Tanggal efektif penilaian kembali;

(3) Jika ada, nama penilai independen;

(4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya

pengganti; dan

(5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

AKUNTANSI KONSTRUKSI DATAM PENGERJAAN

159. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu

perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi

170. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau

melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

171. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang

berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan,

teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

172. Kontrak konstruksidapat meliputi :

o kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

o kontrak untuk.perolehan atau konstruksi aseU

o kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan

konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan volue engineering;
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Kebijalcan Alstntansi pemerintah Kota Kediri

o kontrak untuk membongkar atau merestorasiaset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

173' Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk

setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk

menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal

yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak

konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak

konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

L74. tikq sustu kontrqk konsffuksi mencakup sejumloh qset, konstruksi dqri setlop

aset diperlakukon sebagoi suatu kontrak konstruki yong terpisah opobita

semuo syarat dl bowah ini terpenuhi :

a) proposol terpisoh telqh dtolukon untuk setiqp qset;

b) setlop oset telah dinegosiasikan secoro terpisoh dan kontrqkor serta

pemberi kerja dapat menerimo qtou menolok bogian kontrok yang

berhubungon dengon moslng-mosing oset tersebut;

c) btoyo masingmasing aset dopot diidentifikosikan.

L75, Suqtu kontrak dopot berisi klousul yqng memungkinkon konstruksi oset

tombqhon qtas permintaon pemberi kerjo atau dapat diuboh sehingga

konstrukl aset tambahan dopat dimosukkon ke dolsm kontrak tersebut.

Konstruki tqmbqhan diperlokukan sebagai suqtu kontrak konstruksi terpisah

jika:

o) qset tambqhon tersebut berbedo secqrq slgnilikan dolqm roncqngan,

teknologi, atou fungsi dengon qset yong tercakup dolom kontrok

semulo; atou

b) horga aset tombahon tersebut ditetapkon tanpo memperhotikan horga

kontrak semulq.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan :

tl6. Suqtu benda bemvujud hqrus diskui sebagoi Konstruksi dolom Pengerjoon

jiko:
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Kebijakan Alstntansi Pemerintah Kota Kediri

al Eesor kemungkinan bahwq manfoot ekonomi mosq yang okan dotang

berkaitan dengan oset tersebut akqn dlperoleh;

b) Biaya perolehan tersebut dapot diukur secoro andol; dan

c) Aset tersebut mosih dolom proses pengerjoon.

L77, Konstruksi Dqlam Pengerjaan biasonyo merupakon oset yang dimaksudkan

digunokan untuk operasionol pemerintah doeroh otou dimonfoatkan oleh

mosyarokot dolam jangka ponjang don oleh karenonyo diklosilikosikon

dolam oset tetap.

L78. Konstruki Dalam Pengerjaon diptndahkan ke pos oset tetqp ydng

bersongkutan jiko kriteriq berikut terpenuhl :

7) Konstruksi secarq substonsi teloh selesol dikerjokon; don

2J Dopst memberikon manfoat/josE sesuoi dengon tujuon perolehon.

179. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah

diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan

kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi dalam pengerjaan

180. Konstrukl Dolam Pengerjoan dicqtot dengan biayo perolehan.

LBt. Nilal konstruksi yang dikerjokan secqrq swakelolq antqra loin :

o) Biayo yong berhubungan longsung dengan kegiatan konstruksi;

b) Eioyo yang dopat diqtribusikon pada kegioton poda umumnyq don dapat

diqlokqsikqn ke konstruksi tersebut; dqn

c) Biayo loin yang secoro khusus dlbayorkqn sehubungon konstruksi yong

bersangkutan.

182. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksiantara lain

meliputi :

a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia

b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi

c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat

lokasi pekerjaan

d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
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Kebijakan Alstntansi Pemeintah Koto Kedin

e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan

dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana,

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya

dan dapat dialokasikan ke konstruksitertentu, meliputi :

a) Asuransi

b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung

berhubungan dengan konstruksi tertentu

c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang

bersangkutan seperti biaya inspeksi

Nilqi konstruksi yang dikerjakon oleh kontraktor melqlui kontrok konstruksi

meliputi:

a) Termin yang teloh dibayorkan kepodo kontrqkor sehubungan dengon

tingkot W ny e lesaion peke riqq n ;
b) Kewajibon yqng moslh hqrus dibayor kepada kontroktor berhubung

dengan pekerjaan yong teloh diterlma tetapi belum diboyor podo tanggal

pelaporan;

c) Pemboyaron klaim kepada kontrakor atou pihok ketigo sehubungan

dengan peloksanan kontrqk konstruksi.

tika konstruki dibiayai dori pinjomsn makq btoyo plnjomon yong timbul

selqma moso konstruksl dikopitaltsqsi don menambah bioya konstruksi,

sepanJang biayo tersebut dopat diidentlfikosikqn dqn dibtopkan secqrs

andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul

sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi

tumlsh biaya pinjomon yang dlkopttotisasi tidqk boleh melebtht jumtoh biaya

bungo yang diboyorkqn poda periode yong bersongkutan.

Apobilo pinjoman digunokon untuk membioyoi beberopo ienis oset yqng

dlperoleh dalam suqtu periode tertentu, bioya plnjaman periode yong

bersongkutan diolokasikan ke masing-masing konstruksi deng"on metode

rota-rotq tertimbang otos total pengeluaron bioya konstruksl.

Apobllo kegioton pembongunan konstruksi dihentikqn sementqro tidak

disebabkqn oleh hql-hal yang bersilot force majeur mako biaya plnjomon

184.

785.

t87.

189.
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Kebijakan Akuntansi Pemeintah Kota Kediri

yang dlbdyqrkqn selomo maso pemberhentian sementorq pembqngunon

konstruksi d i ko plta liso si.

t9O. Kontrqk konstruksl yang mencakup beberapa jenis pekerjoan yqng

penyelesolonnya jotuh pqdo wqkJ;u yong berbedo-bedq, mako jenis pekerjoon

yong sudah selesal ttdqk dtperhitungkan biaya plnJoman. Bioyo pinjaman

honyo dlkapitalisosi untuk jenis pekerjaon ysng mqsih dqlom proses

pengertaon.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

191. Susfu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dqlqm

Pengerjoon poda akhlr periode okuntonsi :

a) Rlncion kontrak konstruki dolam pengerjaan berikut tingkot

pe nyelesoian da n jongka woktu penyelesalannya ;
bl Nllqi kontrqk konstrukl dqn sumber pembiayoqnnyo;

c) Jumlqh biaya yong teloh dlkeluorkan;

d) Uong muka kerjo yong diberikqn; dan

el Retensi

L92. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing

konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar

penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying omountl,

keb'tjakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos

aset tetap dalam konstruksi.

DANA CADANGAN

193. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu

tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa

tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

t94. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan

peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk

peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk

pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
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Kebijakan Alstntansi Pemeintah Kota Kediri

L95. Dons cadangqn dopot dibentuk untuk lebih dori satu peruntukqn. Apabilo

terdapat lebih dari sotu peruntukon, moka dona cadangon dirinci menurut

tuj uon pembentuka nnyo.

ASET TAINNYA

196. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan

sebagai aset tancar, investasijangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

197. Aset Lainnya terdiridari :

a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 
!'

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d) Aset Tidak Berwujud;

e) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

198. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari

penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai

pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah

penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

199. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita

acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran

yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo

tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

200. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan

terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
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Kebijakan Alstntansi Pemerintah Kota Kedii

201. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

pegawa i tersebut ata u kelalaia n da la m pela ksa naan tugas kewajiba nnya.

Penilalan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

202. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan

Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh

bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

203. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh pegawaiyang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

ZA4. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

205. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)

b. Bangun, Serah, Kelola {BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

206. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa

pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara

pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan danlatau sarana lain

berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,

untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain

berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka

waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya

dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
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Kebijalean Alstntansi Pemerintah Kota Kediri

2A7. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor

kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan

pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh

pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.

Penyerahan dan pembayaran aset BKs ini harus diatur dalam

perja njia n/kontra k kerjasa ma.

Pengukuran BKS

2O8. Eangun, Kelolo, Serah (BKS) dlcstot sebesor nllsi oset yang diserohkan oleh

pemerlntah kepado pihok ketiga/investor untuk membangun qset BKS

tersebut. Aset yong berqda dqlom BKS ini dlsojikon terpisoh darl Aset Tetop.

209. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada

pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat

yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan

kembali sebagai aset tetap.

b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada

saat perolehan/penyeraha n.

Bangun, Serah, Kelola (BSKI

210. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh

pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan

aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai

dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

zlt. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai

dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada

pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga

dilakukan secara bagi hasil,
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Pengukuran BSK

2t2. Eangttn, Seroh, Kelola (gSK, dicatqt sebesar nilai
dibongun, yaitu sebesar nilai aset yong diserohkon
dengan Jumlah qset yong dtkeluqrkon oleh pihok
membong un aset te rsebut.

perolehon aset yong

pemerintah ditamboh

ketlgofinvestor untuk

Aset Tidak Berwujud

213' Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan
atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiriki untuk digunakan daram
menghasilkan barang atau iasa atau digunakan untuk tujuan lainnya ternrasuk
hak atas kekayaan intelektual. contoh aset tidak benrujud adalah hak paten,
hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak
berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri
oleh pemerintah daera h.

214. Aset tidak benrujud meliputi :

(1) softwore komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari
satu tahun.

(2) Lisensi dan fronchise

Lisensi adarah izin yang diberikan oreh pemegang paten kepada pihak rain
berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmJti manfaat
ekonomi dari suatu paten yang diberi perrindungan daram jangka waktu
dan syarat tertentu.

(3) Hak cipta (copyrightl, paten, dan hak lainnya

Hak cipta adarah hak ekskrusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perunda ng_undanga n.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor
(penemu) atas hasir invensi (temuan) di bidang teknorogi, yang untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak rain untuk meraksanakannya.

(4) Hasir kajian/peneritian yang memberikan manfaat jangka panjang
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Kebijakan Alotntansi Pemeintah Kota Kediri

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah

suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis

dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi

sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak

memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat

dikapitalisasi sebagai aset tidak benrvujud.

Aset Lain-tain

215. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk

dikelompokkan ke dalam Aset Tak

Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan

Ketiga.

mencatat aset lainnya yang tidak dapat

Berwujud, Tagihan Penjualan A;rgsuran,

Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak

216. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan

aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat

dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam

pakaioleh unit pemerintah yang lain.

Aset Bersejarah {Heritoge Assets}

2L7. Kebijakon inl tidak mengharuskon pemerlntoh doerah untuk menyoJikon oset

bersejorah (heritoge ossets) di neraca nomun aset tersebut hErus

diungkopkan dqlsm Cotstan atos Loporan Keuongan.

218, Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah

adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala

(orchoeologicol sitesl seperticandi, dan karya seni (works of on\. Karakteristik-

karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset

bersejarah.

(a) Nilai liultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara

penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.

(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat

pelepasannya untuk dijua L

M 0g.AftttttonsiX,set tto(- qS



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri

(cl Tidak mudah untuk digantidan nilainya akan terus meningkat selama waktu

berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus

dapat mencapai ratusan tahun.

219. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang

tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan

perunda ng-undangan yang berlaku.

27A. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang

diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam

termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini

jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran

kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila

memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

221. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi

yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan

Keuangan dengan tanpa nilai.

222. Biaya untuk perolehan, konstruki, peningkotan, rekonstruki harus

dibebankon sebogoi belonjo tohun terjadinya pengeluoron tersebut. Eiayo

tersebut termosuk seluruh biayo yong berlangsung untuk menladikon oset

berseJaroh tersebut dolam kondisi dqn lokosi yong odo podo periode

berjalan.

223. Eeberopo dset bersejorah jugo memberikon potensi monfaat loinnyo kepodo

pemerlntah dqeroh seloin nilai selarohnyo, sebagai contoh bangunan

berseJoroh digunokan untuk ruqng perkontoron. Untuk kqsus tersebut, oset

ini akqn dlterapkan prinsiyprinsip yong sqmq sepertl qset tetqp loinnya.

224. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik

sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset I nf rastruktu r ll nf rostr ucture Assets)

225. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak

ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai

karakteristik sebagai berikut :

t<A 0gAQyntatsiAset ttaf - qq
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Kebijakon Aluntansi Pemerintah Kota Kediri

(a| merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

{b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

{c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

226. Wolaupun kepemilikon dari sset inlrostrukur tldak honyo oleh pemerintah

daeroh, aset inlrastrukur secorq signifikon serlng dijumpoi sebogai aset

pemerlntah daerqh. Aset Intrastruktur memenuhl deftnisi aset tetop dan

hsrus diryrlakukan sesual dengan prinslyprinslp yang odo pado kebltokon

int.

227. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem

pembuangan, dan jaringan kom unikasi.

Aset Militer lMilitary Assetsl

228. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset

tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada

kebijakan ini.

L
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